- SKPRIMNATANSD:

PENGULSUL

BUPATI PARIGI MOUTON
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
% DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia,
sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia
seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;

b. bahwa tingginya angka urbanisasi dan perkembangan
pembangunan daerah yang kurang memperhatikan
keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan
rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk
memperoleh rumah yang layak dan terjangkau;

c. bahwa peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi
Moutong dalam rangka penyediaan rumah layak huni dan
terjangkau bagi masyarakat sekaligus menyelenggarakan
pencegahan  kekumuhan terhadap perumahan dan
permukiman masyarakat berdasarkan prinsip lingkungan
sehat dan bersih;

d. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum
mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh, perlu ditetapkan dalam
Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
. 4185);
G 3. Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
B Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
" Indonesia Nomor 5188);




4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Nomor :02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

6. Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah.

9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak
huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,
serta aset bagi pemiliknya.

10.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan
utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

11.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari
satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan
perdesaan.
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12.Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas
lebih dari satu satuan permukiman.

13.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

14.Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi
sebagai tempat hunian.

15.Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas
bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenubhi syarat.

16.Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

17.Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta
prasarana, sarana, dan utilitas umum.

18.Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah.

19.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi
standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan
nyaman.

20.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan
ekonomi.

21.Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan
hunian.

22.1zin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan%atau merawat
bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis
yang berlaku.

23.Pelaku  pembangunan adalah setiap orang atau Badan dan/atau
Pemerintah /Pemerintah Daerah yang melakukan pembangunan perumahan dan
permukiman.

24.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

25.Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia
yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman.

26.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh Negara.

27.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh Daerah.

28.Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri
secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu
adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut
memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

29.Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan
aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan
PemerintahanDaerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru;
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
penyediaan tanah;
pendanaan dan sistem pembiayaan;
tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; dan
pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.
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BAB III
KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 3

(1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang
digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan
permukiman.

(2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

. bangunan gedung;

jalan lingkungan;

penyediaan air minum;

drainase lingkungan;

pengelolaan air limbah;

pengelolaan persampahan;

proteksi kebakaran; dan

ketersediaan ruang terbuka hijau.
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Paragraf 1
Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung

Pasal 4

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a mencakup:

a. ketidakteraturan bangunan;

b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan
rencana tata ruang; dan/atau

c. kualitas bangunan yang tidak memenubhi syarat.

(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan
bangunan pada suatu zona; dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan
blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep
identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan
rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau
RTBL; dan/atau

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR,
dan/atau RTBL.

(4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan
permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri
dari:

a. pengendalian dampak lingkungan;

b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air

dan/atau prasarana/sarana umum;

keselamatan bangunan gedung;

kesehatan bangunan gedung;

kenyamanan bangunan gedung; dan

kemudahan bangunan gedung.
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Pasal 5
Dalam hal bangunan gedung belum atau tidak memiliki IMB dan persetujuan
mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, penilaian ketidakteraturan dan
kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan
pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung.

Paragraf 2
Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Jalan Lingkungan

Pasal 6

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b mencakup:

a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau
permukiman; dan/atau
b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau
permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi
sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan
lingkungan.

(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi
kerusakan permukaan jalan.

! 3
Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum

Pasal 7

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf ¢ mencakup:

a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau

b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang
berlaku.

(2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum
yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.

(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum
masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai
minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Paragraf 4
Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan

Pasal 8

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mencakup :

drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga

menimbulkan genangan;

ketidaktersediaan drainase;

tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;

tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya;

dan/atau
e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

(2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujansehingga
menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
kondisi di mana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan
air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh
sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali
setahun.
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(3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kondisi di mana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

(4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ merupakan kondisi di mana saluran lokal tidak terhubung dengan
saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir
dan menimbulkan genangan.

(5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi di mana
pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa :

a. pemeliharaan rutin; dan/atau
b. pemeliharaan berkala.

(6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e merupakan kondisi di mana kualitas konstruksi drainase buruk,
karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi
kerusakan.

Paragraf 5
Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah

Pasal 9

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e mencakup :

a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
dan/atau

b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan
teknis.

(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana
pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak
memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung
dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

(3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan
sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman di mana :

a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

6
Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Persampahan

Pasal 10

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f mencakup :

a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;

b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis;
dan/atau

c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga
terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih,
tanah maupun jaringan drainase.

(2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana
prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau
permukiman tidak memadai sebagai berikut :

a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah
tangga;
b. Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) atau TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada
skala lingkungan;
c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
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(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi di mana pengelolaan
persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. pewadahan dan pemilahan domestik;
b. pengumpulan lingkungan;

c. pengangkutan lingkungan; dan

d. pengolahan lingkungan.

(4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana  pengelolaan persampahan
sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air
bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan kondisi di mana pemeliharaan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa :

a. pemeliharaan rutin; dan/atau
b. pemeliharaan berkala.

Paragraf 7
Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran

Pasal 11

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan :
a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
b. sarana proteksi kebakaran.

(2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan kondisi di mana tidak tersedianya prasarana proteksi
kebakaran yang meliputi :

a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam
kebakaran;

c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada
Instansi pemadam kebakaran; dan

d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.

(3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan kondisi di mana tidak tersedianya prasarana proteksi
kebakaran yang meliputi:

Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

mobil pompa;

mobil tangga sesuai kebutuhan; dan

peralatan pendukung lainnya.

Bagian Kedua
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

ROTE

Pasal 12
(1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara
geografis.
(2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh :
a. di atas air;
b. di tepi air;
c. di dataran;
d. di perbukitan; dan
e. di daerah rawan bencana.
(3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di Daerah.
(4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
(5) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.



BAB IV
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui :
a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 14
(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
dilakukan atas kesesuaian terhadap :
a. perizinan;
b. standar teknis; dan
c. kelaikan fungsi.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
pada:
a. tahap perencanaan;
b. tahap pembangunan; dan
c. tahap pemanfaatan.

Paragraf 2
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi :

izin prinsip;

izin lokasi;

izin penggunaan pemanfaatan tanah;

izin mendirikan bangunan; dan
e. izin lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan
permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin :

a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan
rencana tata ruang; dan

b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
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Pasal 16
(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :

bangunan gedung;

jalan lingkungan;

penyediaan air minum;

drainase lingkungan;

pengelolaan air limbah;
pengelolaan persampahan; dan

sarana penanggulangan kebakaran.
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(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan
permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin :

a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis
 yang berlaku;
b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai
ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas
pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 17

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap :

. bangunan gedung;

jalan lingkungan;

penyediaan air minum,;

drainase lingkungan;

pengelolaan air limbah; dan

pengelolaan persampahan.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan
permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian tcrhadap kelayakan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:

a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas
bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan
fungsionalnya masing-masing;

b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas
umum dalam perumahan dan permukiman; dan

c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas
umum tidak mengurangi keberfungsiannya masing-masing.
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Pasal 18
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan
Pasal 17 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19
Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
dilakukan dengan cara:
a. pemantauan;
b. evaluasi; dan
c. pelaporan.

Pasal 20

(1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam 19 huruf a merupakan
kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
a. langsung; dan/atau
b. tidak langsung.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasi berpotensi
menjadi kumuh.




(4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan berdasarkan :
a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; atau
b. pengaduan masyarakat maupun media massa.

(5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 21

(1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalamPasal 19
huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil
pemantauan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan
pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumubh.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai
kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:

a. perizinan pada tahap perencanaan;
b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau
c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi
pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh baru.

Pasal 22

(1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalamPasal 19
huruf ¢ merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan
pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru
sesuai kebutuhan.

(5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 23
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 huruf b dilakukan
terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman
melalui:
a. pendampingan; dan
b. pelayanan informasi.

Paragraf 2
Pendampingan

Pasal 24
(1) Pmdampmgm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dimaksudkan
untuk Ipemngkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan
fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.



(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kkegiatan
pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk :
a. penyuluhan;
b. pembimbingan; dan
c. bantuan teknis.

Pasal 25

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a merupakan
kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialiasi dan
diseminasi.

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu
dan/atau alat peraga.

Pasal 26

(1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b merupakan
kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk
mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan
terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.

(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 27
(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c
merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa :
a. fisik; dan
b. nonfisik.
(2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan bangunan gedung;
fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah;
dan/atau
f. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana
persampahan.
(3) Bantuan teknis dalam bentuk nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi:
a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan,
d
e
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. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan
swasta.

Pasal 28

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan tata cara

sebagai berikut :

a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah
yang bertanggungjawab dalam urusan perumahan dan permukiman;

b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;

c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh
masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;



d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan
permukiman yang membutuhkan pendampingan;

e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil
pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai
kebutuhan atau insidental; dan

f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi
anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

3
Pelayanan Informasi

Pasal 29
(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan
kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait
upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. rencana tata ruang;
b. penataan bangunan dan lingkungan;
c. perizinan; dan
d. standar perumahan dan permukiman.
(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah
Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

Pasal 30
(1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik dan/atau
cetak.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia.

BAB V
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

(1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.

(2) Pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk
mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara
berkelanjutan.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 32 '

(1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului
proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan
peran Pemerintah Desa dan masyarakat.

(2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses :

a. identifikasi lokasi; dan
b. penilaian lokasi.

(3) Setelah dilakukan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Daerahmelakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dengan melibatkan masyarakat.



Pasal 33

(1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a
dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan
kumuh dan permukiman kumubh.

(2) Proses identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan
identifikasi satuan perumahan dan permukiman.

(3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi
terhadap :
a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas lahan; dan
c. pertimbangan lain.

Pasal 34

(1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
Daerah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman.

(2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan
kumuh dan permukiman kumubh.

(3) Pemerintah Daerah menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumubh.

(4) Prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

(1) Identifikasi satuan perumahan dan/atau permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau
lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap
lokasi dalam wilayah Daerah.

(2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan
fungsional melalui identifikasi deliniasi.

(3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan
administratif.

(4) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga.

(5) Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat kelurahan/desa.

Pasal 36 .

(1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 ayat (3)
huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu
perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi
bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

(2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 37

(1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b
merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada
setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang
menentukan bentuk penanganan. _

(2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

(3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :
a. kepemilikan sendiri berdasarkan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau

bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau



b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat) berdasarkan bukti izin
pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam
bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah
dengan pengguna tanah.

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang

berdasarkan bukti Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK).

Pasal 38

(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)
huruf ¢ merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non
fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

(2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
aspek :

a. nilai strategis lokasi;
b. kependudukan; dan
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan
pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :
a. fungsi strategis Daerah; atau
b. bukan fungsi strategis Daerah. ,

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan
pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman
dengan Klasifikasi :

a. rendah, yakni kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;

b. sedang, yakni kepadatan penduduk antara 151 - 200 jiwa/ha;

c. tinggi, yakni kepadatan penduduk antara 201 - 400 jiwa/ha; dan
d. sangat padat, yakni kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau
permukiman berupa:

a. potensi sosial,yakni tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung
pembangunan;

b. potensi ekonomi,yakni adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis
bagi masyarakat setempat; dan

c. potensi budaya,yakni adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang
dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 39
(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan
untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek :
a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas lahan; dan
c. pertimbangan lain.
(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut :
a. ringan;
b. sedang; dan
c. berat.
(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi :
a. status lahan legal; dan
b. status lahan tidak legal.
(4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri atas :
a. pertimbangan lain kategori rendah;
b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
c. pertimbangan lain kategori tinggi.
(5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan
formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



f2
Prosedur Penetapan Lokasi

Pasal 40

(1) Bupati menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan
Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33.

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
hasil penilaian lokasi dengan memperhatikan aspek :

kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi; dan
pertimbangan lain.

(3) Penetapan lokasi berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan
tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai
pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

(4) Penetapan lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lainsebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

Pasal 41

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilengkapi dengan:
a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup
administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas
penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
ditetapkan.

(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil
penilaian aspek pertimbangan lain.

(4) Peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Kabupaten berdasarkan tabel
daftar

(5) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 40 dilakukan peninjauan ulang
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
Daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah Ilokasi dan/atau luasan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang
telah dilakukan.

(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses
pendataan

(4) Hasil peninjauan ulang sebagaxmana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 43

(1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
dilakukan melalui tahap :

a. persiapan;

b. survei;

c. penyusunan data dan fakta;

d. analisis;

e. penyusunan konsep penanganan; dan

f. penyusunan rencana penanganan.

(2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka
panjang beserta pembiayaannya.

(3) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.




Bagian Ketiga
Pola Penanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

(1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan
aspek legalitas lahan.

(2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan
mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pemugaran;
b. peremajaan; dan
c. pemukiman kembali.

(4) Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan
dengan memperhatikan antara lain :
a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
b. kondisi ekologis lokasi; dan
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

(5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan
peran masyarakat.

Pasal 45

Pola penanganan berdasarkan aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diatur dengan ketentuan :

a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal,
pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal,
pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;

c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahanlegal,
pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan
ilegal, pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;

e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal,
pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; dan

f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan
ilegal, pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 46

Pola penanganan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diatur dengan

ketentuan :

a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di atas air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;

b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di tepi air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air
dan tanah;

c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di dataran, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;

d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di perbukitan, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
dan

e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di kawasan rawan bencana, penanganan yang dilakukan harus

memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta
kelestarian tanah.



Paragraf 2
Pemugaran

Pasal 47

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dilakukan
untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman
menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan
rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi
sebagaimana semula.

(3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :

a. pra konstruksi; "
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

Pasal 48
(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (3) huruf a meliputi :
. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
pendataan masyarakat terdampak;
penyusunan rencana pemugaran; dan
€. musyawarah untuk penyepakatan.
(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3)
huruf b meliputi :
a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (3) huruf ¢ meliputi :
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.
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Paragraf 3
Peremajaan

Pasal 49

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b dilakukan
untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik
guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

(2) Peremajaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana,
sarana, dan/atau utilitas umum.

(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih
dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.

(4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :

a. pra konstruksi; '
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

Pasal 50
(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (4) huruf a meliputi :
- identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
pendataan masyarakat terdampak;
penyusunan rencana peremajaan; dan
musyawarah dan diskusi penyepakatan.
(2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4)
huruf b meliputi :
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
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c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
€. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (4) huruf c meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4
Pemukiman Kembali

Pasal 51

(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c
dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang
lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan
masyarakat.

(2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
tahap : l
a. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

Pasal 52
(1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi :
a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;
b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman
kumuh pada lokasi rawan bencana;
c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
d. pendataan masyarakat terdampak;
€. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman
eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
(2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (2) huruf b meliputi :
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman
baru;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
€. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
(3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2) huruf c meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

(1) Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan
dan permukiman secara berkelanjutan.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat
secara swadaya.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.



(4) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak
huni.

(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk :

penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan Kriteria;

pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;

pemberian kemudahan dan/atau bantuan;

koordinasi antarpemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;

pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau

pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Pemeliharaan
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Pasal 54

(1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan
secara berkala.

(2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh
setiap orang.

(3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan
permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.

(4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum.

(5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum.

Paragraf 3
Perbaikan

Pasal 55

(1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.

(2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.

(3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan
permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.

(4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.

(5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerirtah Daerah, dan/atau badan hukum.

BAB VI 0
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 56
(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyediaan tanah dalam rangka
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumubh.
(2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya
di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab Pemerintahan
Daerah.

Pasal 57

(1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum.

(2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
perllzlul.ciman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui :

a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;



d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau barang
milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
dan/atau

e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.

(3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 58

(1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan
dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab
Pemerintah Daerah.

(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah
dan/atau Pemerintah Provinsi.

(4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber dana lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam
rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENCEGAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59
(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah
Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 60

Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (2) meliputi :

a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi Daerah dalam pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dengan kebijakan dan strategi Provinsi dan nasional;

b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;

c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di Kabupaten dengan rencana pembangunan Provinsi dan
nasional; dan

d. memberikan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan
dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh. '

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 61
(1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1),
Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
a. merumuskan kebijakan dan strategi Daerah serta rencana pembangunan
Kabupaten terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh
dan permukiman kumuh;



b. melakukan survei dan pendataan skala Kabupaten mengenai lokasi perumahan
kumuh dan permukiman kumubh;

melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;

melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana
dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumubh;

e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi
mazg;aiirakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan
rendah;

f memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin
dan masyarakat berpenghasilan rendah;

g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang
perumahan dan permukiman; serta

h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan
kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat

Daerah sesuai kewenangannya.

(3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar-

Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi tingkat Daerah.
(5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.
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Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 62
(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada
tahap :

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaan masyarakat.

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan
pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;

b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar
teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan

c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan
fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumubh, melalui
penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan

b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata
ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta
pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan
permukiman kumubh.

BAB IX
POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu
Pola Kemitraan

Pasal 63
(1) Pola kemitraan antarpemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam
upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman

kumuh, yakni : _
a. kemitraan antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan BUMN,

BUMD, atau swasta; dan/atau



b. kemitraan antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan
masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan antarpemangku kepentingan
sebagai upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Paragraf 1
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 64
(1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap :
a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdayaan masyarakat.
(2) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dilakukan pada tahap :
a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;
b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
dan
c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 65

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :

a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan
permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah
dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan
bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;

b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan
dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah
Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari
pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan

c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan,
perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu
Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan
fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di
lingkungannya.

Pasal 66

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk :

a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau
bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka
pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh; dan

b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah mengenai rencana
tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta
pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan
permukiman kumubh.



Paragraf 2
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 67

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dilakukan pada

tahap :

a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;

b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan

c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 68

(1) Dalam penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, masyarakat dapat :

a.

berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau
memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; dan

berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan
berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat
proses pendataan.

(2) Dalam perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, masyarakat dapat :

a.

berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan
perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang
dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman
kumuh;

memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan
kewenangannya; dan/atau

menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana
penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar
pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang
telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 69

(1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, dapat
dilakukan dalam proses :

a.
b.

pemugaran atau peremajaan; dan
pemukiman kembali;

(2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, masyarakat dapat :

a.

b.

C.

berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang
terdampak;

berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana
pemugaran dan peremajaan;

berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa
dana, tenaga maupun material;

membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan
dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana,
dan/atau utilitas umum;

membantu merjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses
pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau

melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada instansi
berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.



(3) Dalam proses pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

masyarakat dapat:

a. berpartisipasi akif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang
terdampak;

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana
permukiman kembali;

c. membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan
untuk proses pemukiman kembali;

d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali;

e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana,
tenaga maupun material;

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses
pelaksanaan pemukiman kembali; dan/atau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada instansi
berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 70

Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana

dimaksud dalam dalam Pasal 67 huruf c, masyarakat dapat :

a. berpartisipasi aktif pada’ berbagai program Pemerintah Daerah dalam
pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang telah tertangani;

b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya
masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga
maupun material;

c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta
prasarana,sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;

d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses
pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau

e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada instansi
berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Paragraf 3
Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 71

(1) Pelibatan  kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk
mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau
atas prakarsa Pemerintah.

(3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam
hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.

(4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kearifan Lokal

Pasal 72
(1) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah
perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada
masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam peningkatan kualitas

perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.
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BAB X
LARANGAN

‘ Pasal 73

(1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak
membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana,
sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

(2) Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar
kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman.

(3) Setiap orang dilarang membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat
yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

(4) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan,
dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.

(5) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman
kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan
masyarakat setempat.

(6) Badan hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan
permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di
luar fungsinya.

(7) Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan
hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman.

(8) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.

(9) Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang
tanpa rumah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74
(1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus
memenuhi persyaratan administratif, teknis, tata ruang, dan ekologis.
(2) Perancangan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan
administratif, teknis, dan ekologis.
(3) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap
orang dan/atau badan hukum.

Pasal 75

(1) Pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman harus dilakukan sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah.

(2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai
dengan rencana, rancangan, dan perizinan.

(3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan/atau
permukiman harus memenuhi persyaratan :
a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan

hunian; dan

c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

(4) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap
orang dan/atau badan hukum harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 76
(1) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan melalui tahapan :
a. perencanaan;
b. pembangunan;
c. pemanfaatan; dan
d. pengendalian.
(2) Pembangunan kawasan permukiman harus mematuhi rencana dan izin
pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung.
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BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73sampai dengan Pasal 76dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan
pembangunan;
d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan
atau permukiman;
penguasaan sementara (penyegelan) oleh Pemerintah Daerah;
kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan izin mendirikan bangunan;
pencabutan izin mendirikan bangunan;
pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumabh;
perintah pembongkaran bangunan rumah;
pembekuan izin usaha;
. pencabutan izin usaha;
pembatalan izin;
kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
pencabutan insentif;
pengenaan denda administratif; dan/atau
. penutupan lokasi.
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perumahan
dan kawasan permukiman.
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BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78
Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu
peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dalam penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan laporan kejadian, kecuali
dalam hal tertangkap tangan.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dengan berpedoman pada Undang-Undang
tentang Hukum Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan
yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
Sebelum tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih
dahulu diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
Bupati memberikan persetujuan tertulis dimulainya penyidikan, paling lama 3
(tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari atasan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 79
Setiap orang yang menghalang-halangi penyediaan tanah oleh Pemerintah Daerah
untuk pembangunan permuhan kumuh dan/atau permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57diancam dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00
(ima puluh juta rupiah).



(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua dokumen yang telah ditetapkan
atau dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal /¢ peseMBER 20/6

BUPATI PARIGI MOUTONG,
m,f/m
SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal /9 Levemaek 20/€

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

— W

ABDUL RADJAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016 NOMOR S%

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : /of , 06/2016
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

UMUM

Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, berdampak pada
semakin padatnya perumahan dan kawasan permukiman, sehingga berpotensi
menjadi lingkungan hunian yang kumuh dan tidak layak huni. Kondisi
demikian, akan berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambat
perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi dengan
berbagai kebijakan dan peraturan Daerah guna menjamin hak masyarakat
terhadap lingkungan hidup yang layak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Memasuki era otonomi daerah, kegiatan pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman di daerah terus meningkat, baik kuantitas, kualitas
maupun kompleksitasnya. Dengan semakin meningkatnya kegiatan
pembangunan tanpa ditunjang peraturan perundangan yang memadai,
dikhawatirkan tingkat laju pembangunan tanpa disertai pencegahan dan
peningkatan kualitas kumuh akan semakin menambah beban terahdap
pemenuhan lingkungan hidup yang layak.

Sejak diberlakukannya UU No.l1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, penanganan perumahan kumuh dan kawasan
permukiman kumuh memperoleh perhatian yang cukup besar, yakni menjamin
terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat,
aman, serasi, terencana dan berkelanjutan.

Upaya perwujudan permukiman yang layak huni juga telah menjadi target
Pemerintah melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Cipta
Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu cara
yang dilakukan, melalui pencanangan target persentase kawasan permukiman
kumuh perkotaan sebesar 0% (nol persen) pada tahun 2019. Melalui komitmen
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memastikan Indonesia bebas kumuh
tahun 2020, akan dapat terealisasikan melalui tahapan pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terukur,
efektif dan tepat sasaran.

PASAL DEMI PASAL
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Cukup jelas
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Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Pasal 29

Cukup jelas
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Pasal 32
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Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49
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Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52
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Cukup jelas
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Pasal 73

Cukup jelas
Pasal 74

Cukup jelas
Pasal 75

Cukup jelas
Pasal 76

Cukup jelas
Pasal 77

Cukup jelas
Pasal 78

Cukup jelas
Pasal 79
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Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2016NOMOR  /&¢
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KARAKTERISTIK KAWASAN
NAMA LOKASI KUMUH | JUMLAH JUMLAH LUAS TIPOLOGI TINGKAT PENILAIAN TINGKAT
No | (Kec./Desa/Kel./Dusun/ KK PENDUDUK | LOKASI | KOORDINAT KUMUH PERTIMBANGAN | LEGALITAS LAHAN | KEKUMUHAN
Lingkungan/RT/RW) (Jw) (Ha) LAIN (Non Fisik)
KECAMATAN PARIGI

1 Bambalemo 32 126 1,13 LU Tepi Pantai/ PENILAIAN

.......... RT.05,Dusun02 | | ... |BU_ | PosisitPantai | | .l TINGKATKEKUMUHAN
76-100 %, Kumuh Berat

2 51-75 %, Kumuh Sedang
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 25-50 %, Kumuh Ringan

3
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5 Y R PENILAIAN

4 PERTIMBANGAN LAIN
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 76-100 %, Tinggi

51-75 %, Sedang
5 < 25-50 %, Rendah
BUPATI PARIGI MOUTONG,
KABAG KUIAG | _
KEPALA SKPD / INSTANG! | ——F. | SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU




xlvi

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR : 7

TANGGAL : /9 DcSEmBER 20/6

TENTANG :PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

PENILAIAN KEKUMUHAN (FISIK)

Aspek Kriteria & Indikator Parameter
- Keteraturan
Kond :
DRYISL Eanghan a. Bangunan . 76-100 % bangunan tidak memiliki keteraturan
b. Kepadatan Bangunan : Kepadatan bangunan sebesar < 200 unit/Ha
. 51-75 % bangunan tidak memenuhi persyaratan
c. Persyaratan Teknis teknis
Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan . Cakupan layanan jalan tidak memadai
di 51-75 % Luas area
b. Kualitas Jalan - Kondisi jalan burukdi 51-75 % Luas area
Kondist Draitase . . Drainase lingkungan tidak dapat menangani
a. Persyaratan Teknis genangan
Lingkungan Minimal di 76-100 % Luas area
b. Cakupan Pelayanan - 76-100 % luas area tidak terlayani oleh drainase
Lingkungan
Kondisi Penyediaan a. Persyaratan Teknis . SPAM tidak memenuhi persyaratan teknis
Air Minum di 25-50 % Luas area
b. Cakupan Pelayanan . Cakupan pelayanan SPMA belum dapat memenuhi

kebutuhan dari 25-50 % Populasi



Aspek

Kriteria & Indikator

xlvii

Parameter

Kondisi Pengelolaan
Air Limbah

Kondisi Pengelolaan
Persampahan

Kondisi Pengamanan
Kebakaran

TINGKAT KEKUMUHAN

a. Persyaratan Teknis

b. Cakupan Pelayanan

a. Persyaratan Teknis

b. Cakupan Pelayanan

a. Persyaratan Teknis

b. Cakupan Pelayanan

: (Berat / Sedang / Ringan)

Pengelolaan air limbah tidak memenuhi
persyaratan

teknis di 76-100 % Luas area

Cakupan pengelolaan air limbah belum dapat
memenuhi kebutuhan dari 25-50 % Populasi

Pengelolaan persampahan tidak memenuhi
persyaratan teknis di 76-100 % Luas area
Cakupan pengelolaan persampahan belum dapat
memenuhi kebutuhan dari 25-50 % Populasi

Pesukan air damkar tidak memadai di 51-76 %
Luas area

Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak
memenuhi
di 76-100 % Luas area



PENILAIAN PERTIMBANGAN LAIN (NON FISIK)
Kriteria & Indikator

xlviii

Parameter

Nilai Strategi Lokasi
Kepadatan Penduduk

Potensi Sosial Ekonomi

Dukungan Masyarakat
Komitmen Pemerintah Daerah

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN
Kriteria & Indikator

Lokasi tidak terletak di fungsi strategis kawasan/wilayah
Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 201 - 400 jiwa/Ha
Lokasi tidak memiliki potensi sosial ekonomi yang dapat
dikembangkan

Dukungan masyarakat terhadap penanganan kekumuhan tinggi

: Komitmen pemerintah daerah tinggi
PERTIMBANGAN LAIN : (Berat / Sedang / Rendah)

Parameter

Status Tanah

Kesesuaian RTR

Persyaratan Administrasi

Bangunan (IMB)

STATUS LAHAN : (Legal / Tidak Legal)

Keseluruhan tanah memiliki kejelasan status tanah, baik dalam
hal

kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah
(Status tanah Legal)

Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak berada pada zona
permukiman

sesuai RTR (Tidak Sesuai)

Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak berada pada zona
permukiman

sesuai RTR (Tidak Sesuai)



Kelurahan/Desa

Lingkungan/Dusun

RT/RW

FORMULA PENILAIAN LOKASI BERDASARKAN KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN

¢ 7’
Y

» Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam »76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki 5
RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, keteraturan L oooeeo{eseeeee
perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; »51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki 3 Dokumen
terat
a. Ketidakteraturan dan/ aian . - _k_e. _e.I:a. _\:U-‘?{l ----------------------------------------------- RDTR & R.I‘BL’
Bangunan « Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata Format Isian,
kuaht'as lingkungan dalam RTBL, meliputi pe.ngaturan »25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki ) Observasi
blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan Sravabyvan
elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep
orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
« KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; »76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesual 5
i « KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; | ketentuan — _ __________.......fooooe- RD’?F‘;k;“lfr“BL
. "$51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai >
KONDISI b. Tingkat Kepadatan (}i{an/:tau b L § crediige ket;ntuano ¢ . Dokumen IMB,
BANGUNAN Bangunan ¢ Repa atink angunan y ‘:_ng u“;gg’]fadablokam’ ;?Otu' --------------------------------------------------------- Format Isian,
GEDUNG o mntulckote meSropolivar AN KAts besars »25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai -
unit/Ha . Peta
. . ketentuan
o untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha
Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi »76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi 5
persyaratan: persyaratan teknis ...
o pengendalian dampak lingkungan »51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi 4 Wawancara,
c. Ketidaksesuaian ¢ pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di persyaratan teknis Format Isian,
dengan Persyaratan bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana UmUM | ------=======777=ssss===ssssssssssssssmmmrsns o m T T Dokumen IMB,
Teknis Bangunan ¢ keselamatan bangunan gedung Observasi
¢ kesehatan bangunan gedung »25% - S0% bangt.man pada lokasi tidak memen 1
persyaratan teknis
¢ kenyamanan bangunan gedung
e kemudahan bangunan gedung
2. a. Cakupan Pelayanan | Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak >76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan 5 Wawancara,

KONDISI JALAN

Jalan Lingkungan

terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan

Format Isian,




'LINGKUNGAN

- :("5% area tidak terlayani oleh jaringan jalan 3 Peta Lokasi, '
n Observasi
"B0% area tidak teriayani oleh jaringan jalan | .
- 100% area memiliki kualitas permukaan jalan 5
3 " . L. yai  buruk Wawancara,
Seba; tau seluruh terjadi KErusaKam |- ---  =sme-s==mm=mso o eiaemoomoesossoozeooeoooodeooooo .
b. Kualitas Permukaan emﬁin atau seiur da ';le::; 1hngrkulxl§:ha:n(;?:sl kerusakan »51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan 3 Format Isian,
P | e el pe yan. bruk Peta Lokasi,
pemuhman T = O S S - bd-dhibaindadety faseiatatiatiatt .
»>25v - area memiliki kualitas permukaan jalan 1 Observasi
yan buruk
»76°% - 100% populasi tidak dapat mengakses air 5
i . min m | yang aman
Masyarakat pada lok ahan d ukiman = |ec----  ~2 e e om oo e oo icecee--ememeemmn—--soe-—efemoann Wawancara
a. Ketidaktersediaan 'a Y at pada fokasl pcrum an dan perm . man. »51° 75% populasi tidak dapat mengakses air minum "
Alkses Anan. Air Misos tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas . asi 3 Format Isian,
tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa il S — R F— Observasi
3. »25°% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum 1
KONDISI yai aman
PENYEDIAAN AIR »76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air 5
MINUM mi: 7 minimalnya
Kebutuhan air mi arakat pada lokasi = femsc- smme el e oeooeioca-oooomooodoeooooo Wawancara,
b. Tidak Terpenuhinya utuhan fnum mjasy .a pada o as'l .. »51¢  75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air )
. . . perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal ) . 3 Format Isian,
Kebutuhan Air Minum A . mi: 1 minimalnya .
sebanyak 60 liter/orang/hari . G o e Sttt RLLELELE Observasi
»25°  50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air 1
mi: m mxmmalm a
»76 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan 5
; Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan > 2 setahun Wawancara,
a. Ketidakmampuan R . R A T T e TP El St Sl Iy .
Mengalirkan Lim pasan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan >S5 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 3 Format Isian,
£ Air E tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi 2 x tahun Peta Lokasi,
lebih dari 2 kali setahun $735¢ 50% arca terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > . Observasi
4 2 x tahun
) D 0 ia drainase lingk 5 Wawancara,
KONDISI DRAINASE . . Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada .?.’7_6 . .l.qq _A_) .a_x..?a.t.l?.a.ls teres Sd_‘.a. fi ..... iy i N awan K
b. Ketidaktersediaan . " 5 »51¢  75% area tidak tersedia drainase lingkungan 3 Format Isian,
LINGKUNGAN Srainase lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran |[-----. .o T T T T e Peta RIS
tersier dan/atau saluran lokal »25° 50% area tidak tersedia drainase lingkungan 1 g
g Observasi
» 76 0% drainase lingk tidak terhub Wawancara,
c. Ketidakterhubungan | Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan de nl(t)uraorkl di :tS:sn i ERE eraubung S Fo:mat "
1 ]
dengan Sistem Drainase | saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan  |------ -z=------- Skt e MO (AR R R
e 5 . »51"  75% drainase lingkungan tidak terhubung Peta RIS,
Perkotaan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan % . L. 3 s
derr n hirarki di atasnya Observasi




SUMBER
DATA

>5% - 50% drainase lingkungan dak terhubg

> gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala
lingkungan; dan
» tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada

»25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan
persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

dengan hirarki di atasnya 1
X . . . »76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang
Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase S
lin da lokasi I—— it kotor dan berbau Wawancara,
kungan pada lokasi perumahan u permukiman, L T ettt Tt St bt Tttt R et EEEEE T .
d. Tidak Terpeliharanya baigk' gan paca P pe »51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang 3 Format Isian,
Drainase ’ . . kotor dan berbau Peta RIS,
> pemeliharaan rutin; dan/atau BT e T et P DR R E R EEE EEPERT ;
. »25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang Observasi
» pemeliharaan berkala 1
kotor dan berbau
»76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi 5
drainase lingkungan buruk Wawancara
Kualitas konstruksi drain buruk, karena be LY 1= o | It Tt Bl i Tt P RSt LT ’
e. Kualitas Konstruksi S S,l a§e ura cna berupa g »51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase Format Isian,
. tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun . 3
Drainase L. lingkungan buruk Peta RIS,
karena telah terjadi kerusakan eeeescecaemmeesecceoccecssa-_-esscamemsem=-s==o g — X
»25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase 1 Observasi
lingkungan buruk
o . »76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak
Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau . 2 S
Sistem P lol ik tidak iliki sist madai. vaitu sesuai standar teknis Wawancara
a. en, an an m em yang memadai, yai e et T Tt Seieb bkt R TR
. '1s o ) e . PRAEn u,le St yang m K y . »51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak Format Isian,
Air Limbah Tidak Sesuai| kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik SRR —— 3 Peta RIS
Standar Teknis baik secara individual/domestik, komunal maupun e mememmm e e mmmemeo-esece-eo-ooo Ty m—— ’
S. terpusat »25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak 1 Observasi
KONDISI HpHaEE sesuai standar teknis
PENGELOLAAN AIR Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah »76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak 5
LIMBAH b. Prasarana dan Sarana| pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: sesuai persyaratan teknis Wawancara,
Pengelolaan Air Limbah » kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki »51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak 3 Format Isian,
Tidak Sesuai dengan septik; sesuai persyaratan teknis Peta RIS,
Persyaratan Teknis > tidak tersedianya sistem pengolahan limbah $25% - 50% area }ﬁé}ﬁﬁiié-ééfb}.a‘s‘;a-if_lifﬂﬁéﬁ tidak | 1 "l Observasi
setempat atau terpusat sesuai persyaratan teknis
Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi »76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan 5
perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
& pe I:y aratan teknis, yzltu: iy b s »51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan 3 W
. a. Prasarana dan Sarana tempat samp{ih engan pemilahan sampah pada persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis awancara,
KONDISI Persampahan Tidak skala domestik atau rumah tangga; | Format Isian,
PENGELOLAAN Sesuai dengan » tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R Peta RIS,
PERSAMPAHAN Persyaratan Teknis (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; Observasi




sk gan.

Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan »76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak 5
. atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai sesuai standar
b. Sistem Pengelolaan X T i et ST e e T LT T P Wawancara,
berikut: »51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak 5
Parssmpahanyang > pewadahan dan pemilahan domestik; i stand 9 || Foxmat ks,
Tidak Sesuai Standar | POVaCE 1 nnlzmn - ’ R R AR ARS8 e e o Peta RIS,
Teknis. . pefigump SRR, »25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak Observasi
» pengangkutan lingkungan; i stand 1
> pengolahan lingkungan i ar
‘ »76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yan,
. i Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana 5 3 0 B B yans S
LGRS - ngelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau tidak terpelihara WEWGOCAES,
Sarana dan Prasarana pe rri ukimanp(;)aik' P pe »51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang 3 Format Isian,
Pengelolaan pe> e ! ruUn dan/atau tidak terpelihara Peta RIS,
Persampahan pemelibaraan ’ >25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang | . Observasi
» pemeliharaan berkala R ) - 1
tidak terpelihara
Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada »76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi 5
lokasi, yaitu: kebakaran
5 & g B T T Y R e e e R R Tk e RS Wawancara,
a. Ketidaktersediaan > pasokan air; »51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi .
’ ; i 3 Format Isian,
Prasarana Proteksi > jalan lingkungan; kebakaran
B L e RN (R Peta RIS,
Kebakaran > sarana komunikasi; »25% - 50% tidak iliki telesi Ob s
7. » data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan 0 - VUV area mem prasarana proteksi 1 servast
kebakaran
KONDISI PROTEKSI > bangunan pos kebakaran
KEBAKARAN Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, | »76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi 5
b, icetitaks di yaitu: kebakaran Wawancara,
P he S 1:«{an > Alat Pemadam Api Ringan (APAR); »51% - 75% area tidak memiliki sarana i)roteksi -------- Format Isian,
Sarana Proteksi . 3
Ke an » mobil pompa; kebakaran Peta RIS,
> mobil tangga sesuai kebutuhan; dan >25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi | 1' | Observasi
> peralatan pendukung lainnya kebakaran
B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN
Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman | »Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota S Wawancara,
da: >Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis | " Format Isian,
. Nillai Straitegis Tokast pa\ a . . Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis ormat Isian
» fungsi strategis kabupaten/kota; atau kabupaten/kota 1 RTRW, RDTR,
7. PERTIMBANGAN 3 : .
LAIN » bukan fungsi strategis kabupaten/kota Observasi
Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Untuk Metropolitan & Kota Besar Wawancara,
b. Kependudukan . perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: »Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 ) Format Isian,
> rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 Jiwa/Ha Statistik,




jiwa/ha;

Untuk Kota Sedang & Kota Kecil

» sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 - 200

»Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200

jiwa/ha; Jiwa/Ha
> tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 - 400 | »Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 | 3
jiwa/ha; Jiwa/Ha
> sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 | »Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 |7~ 1
jiwa/ha; Jiwa/Ha
»76% - 100% dari jumlah penduduk Wawancara,
c. Masyarakat pertimbangan jumlah masyarakat berpendapatan rendah >51% - 75% dari jumlah penduduk 3 Format Isian,
berpendapatan rendah | pada lokasi perumahan atau permukiman Statistik,
»25% - 50% dari jumlah penduduk 1 Observasi
Pemmbangakxilni)otegj yang dimiliki lokasi perumshan » Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya 5
atan p ermu' an r.upa.. . untuk dikembangkan atau dipelihara
> potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat |~ " |
& Kondtel Sossl, dalam .menduk\fng .pembangunan;. . Wawanca'ra,
Ekaoemt, dan Budaye > potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi Format Isian,
’ tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat » Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan " Observasi
setempat; budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara
» potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan
budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat
C. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN
Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: » Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status
> kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak (+)
sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen lain Wawancara,
. keterangan status tanah lainnya yang sah; atau > Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki | Format Isian,
1. Kejelasan Status . . . i . : - -
P » kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri Dokumen
8 8 dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang atau milik pihak lain Pertanahan,
: hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk ¢ Observasi
LEGALITAS LAHAN s g :
perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah
atau pemilik tanah dengan
i »Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan Wawancara,
Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana . . (+) :
. . . perumahan/permukiman sesuai RTR Format Isian,
2. Kesesuaian RTR tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan|--------- e et —occccoccecze—oeo R
. » » Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada RTRW, RDTR,
atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK). . . -) R
zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR Observasi




liv

TABEL FORMULA HASIL PENILAIAN
PENENTUAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN
Kecamatan
Kelurahan/Desa
Lingkungan/Dusun
RT/RW

o ndisi Kekumuhan

71 = &5 |Kumuk Berat XIX|IX|IX]|X]|X
45 - 7o |Kumul: Sedang XIX|IX|IX|X|X
1% - 44| Kumuk Rirgar XIXIX|X|X]|X
Pertimbangan Lain
8 - Z5|Pertimbargar. Lair Tinget 1 XX x| X
¢ - 17 |Pertimbargar. Lair. Sedane Xl X X | X XX
. -8 |Pertimbanganr Lair. Rzrdakh M| & b o . XX
Legalitas Lahan
ok Staras Lakar Legal X X X X X X X = = )
-l Statas Lakan Tidalt Legal X x X X o x X = X

SEAL& PR!ﬂRITAS PEHAN&AHM
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KETERANGAN 18 (DELAPAN BELAS) KEMUNGKINAN KLASIFIKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Al merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;

A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;

A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;

A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;

B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;

B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;

. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;

. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;

. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;

. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;

. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;

. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.
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SKALA PRIORITAS PENANGANAN
Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi AS dan A6;
Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5S dan B6;
Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6
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LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR : 7

TANGGAL : /9 J€ESEMPeER 2006

TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMATKELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
III.1. FORMATKEPUTUSAN KEPALA DAERAH

BUPATI PARIGI MOUTONG

PROVINSISULAWESI TENGAH
KEPUTUSANBUPATI PARIGI MOUTONG

TENTANG
(PENETAPANLOKASIPERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DIKABUPATEN PARIGI MOUTONG
BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang
merupakan kebutuhan dasar manusia, sebagai
salah satu upaya membangun manusia Indonesia



Mengingat :

Iviii

seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;

bahwa adanya urbanisasi dan perkembangan
pembangunan Daerah yang kurang memperhatikan
keseimbangan bagi kepentingan  masyarakat
berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan
masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak
dan terjangkau,;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94
ayat (3) dan 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, b dan ¢ maka perlu dibentuk
KeputusanBupati  tentang  Penetapan Lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan
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UONomor 5188); [

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Otentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); O

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  dan
Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015
tentang Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh (Berita Negara Republik
Indonesia tahun...Nomor....)

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor...... Tahun.....tentang Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun.....Nomor.....; Tambahan
Lembaran Darah Kabupaten Parigi Moutong

MEMUTUSKAN: O

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR...... TAHUN...... TENTANG PENETAPAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KABUPATENPARIGI MOUTONG



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Lokasi PerumahanKumuh dan Permukiman Kumuh
merupakan satuan perumahan dan permukiman
dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak
layak huni karena ketidakteraturan bangunan,
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana
yang tidak memenuhi syarat;

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
melibatkan peran masyarakat menggunakan
Ketentuan Tata  Cara Penetapan Lokasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
.../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh;

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten Parigi Moutong ditetapkan
sebagai dasar penyusunan Rencana Penanganan
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten, yang merupakan komitmen Pemerintah
Daerah dalam mendukung Program Nasional
Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam
hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumubh;

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten Parigi Moutong meliputi



KELIMA

KEENAM

Ixi

sejumlah ... (terbilang ......... ) lokasi, di -
(terbilang ......... ) kecamatan, dengan Iluas total
sebesar ... (terbilang ......... ) hektar;

Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan
Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten
Parigi Moutong dirinci lebih lanjut dalam Lampiran
I; Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Parigi Moutong
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; serta Profil
Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten Parigi Moutong dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran III, dimana ketiga lampiran
tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini;

Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Parigi
Moutong ini, maka Pemerintah Daerah
berkomitmen untuk untuk melaksanakan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh secara tuntas dan
berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan
daerah dalam bidang perumahan dan permukiman,
bersama-sama Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah;
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KETUJUH :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tangeal & oo wommmsmeses o
BUPATI PARIGI MOUTONG

TTD

(SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU)



TABEL SEBARAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

TIPOLOGI | LUAS | TINGKAT TINGKAT STATUS | SKALA PENANGANAN

No | LOKASI KUMUH KUMUH | (Ha) | KEKUMUHAN | PERTIMBANGAN LAHAN | PRIORITAS
LAIN

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

...........................................................................................................................................................................................




TOTAL LUAS KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH
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III. 3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI
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